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PEMBIAYAAN PELAYANAN KESEHATAN 

 

ADMINISTRASI KEBIJAKAN KESEHATAN 

A. Pendahuluan  

Administrasi Kebijakan kesehatan merupakan mata kuliah wajib untuk seluruh 

mahasiswa Program Studi Kesehatan Masyarakat, dimana dijadikan bahan untuk 

kompetensi sebagai sarjana.  

 

B. Kompetensi Akhir  

Tujuan pembelajaran mata kuliah :  

1. Mahasiswa dapat menguraikan konsep dasar AKK, pengertian, tujuan dan 

manfaat AKK dan Organisasi dan Administrasi Kesehatan  

2. Mahasiswa dapat menguraikan Manajemen Pelayanan Kesehatan, prinsip-

prinsip, fungsi manajemen dan aplikasi manajemen  

3. Mahasiswa dapat menguraikan Manajemen dan Lingkungannya, Lingkungan 

ekternal langsung, Lingkungan Umum, Lingkungan internal dan Hubungan 

lingkungan  

4. Mahasiswa dapat menguraikan Pertimbangan implikasi kebijakan terhadap 

kondisi sosial politik, dan contoh pelaksanaanya  

5. Mahasiswa mampu menguraikan Implementasi kebijakan dalam perencanaan 

pengorganisasian struktur dan program  

6. Mahasiswa mampu menguraikan Pertimbangan implikasi kebijakan terhadap 

kesehatan dan penjelasan mengenai SKN  

7. Mahasiswa mampu menguraikan Pengembangan rencana implementasi serta 

penetapan tindakan dan evaluasi  

8. Mahasiswa mampu menguraikan Pengembangan metode monitoring dan 

evaluasi  



9. Mahasiswa mampu menguraikan Strategi komunikasi membangun dinamika 

kelompok  

10. Mahasiswa mampu menguraikan Peran pemerintah dalam menyediakan 

pelayanan kesehatan masyarakat  

11. Mahasiswa mampu menguraikan Fungsi-fungsi dasar untuk kewajiban individu 

dan organisasi dalam pelayanan kesehatan masyarakat esensial  

12. Mahasiswa mampu menguraikan Menciptakan kultur standar etika di dalam 

organisasi dan komunitas. 

13. Mahasiswa mampu menguraikan Pengembangan isu internal eksternal yang 

berdampak pada penerapan pelayanan kesmas esensial.  

14. Mahasiswa mampu menguraikan Pengembangan, implementasi, dan monitoring 

standar kinerja organisasi  

C. Komponen penilaian  

Untuk penilaian akhir, komponen nilai yang digunakan terdiri dari kehadiran, UTS, UAS 

dan penugasan. Dalam kuliah online komponen penugasan ditambah dengan kuis, 

sedangkan komponen kehadiran tidak diperhitungkan karena ditekankan pada aspek 

aktivitas di website. Adapun proporsi penilaiannya sebagai berikut :  

a. UTS = 25 %  

b. UAS = 25 %  

c. Kuis = 20 %  

d. Tugas = 20 %  

e. Absensi = 10%  

D. Kegiatan Belajar  

Kesehatan adalah u nsur vital dan merupakan elemen konstitutif dalam proses 

kehidupan seseorang. Tanpa kesehatan, tidak mungkin bisa berlangsung aktivitas 

seperti biasa. Dalam kehidupan berbangsa, pembangunan kesehatan sesungguhnya 

bernilai sangat investatif. Nilai investasinya terletak pada tersedianya sumber daya 

yang senatiasa ―siap pakai‖ dan tetap terhindar dari serangan berbagai penyakit. 

Namun, masih banyak orang menyepelekan hal ini. Negara, pada beberapa kasus, juga 

demikian. 



 

Minimnya Anggaran Negara yang diperuntukkan bagi sektor kesehatan, dapat 

dipandang sebagai rendahnya apresiasi akan pentingnya bidang kesehatan sebagai 

elemen penyangga, yang bila terabaikan akan menimbulkan rangkaian problem baru 

yang justru akan menyerap keuangan negara lebih besar lagi. Sejenis pemborosan 

baru yang muncul karena kesalahan kita sendiri. 

 

Sistem Kesehatan Nasional (SKN) terdiri atas : 

1.Upaya Kesehatan 

2.Pembiayaan Kesehatan 

3.Sumber Daya Manusia Kesehatan 

4.Sumber Daya Obat dan Perbekalan Kesehatan 

5.Pemberdayaan Masyarakat 

6.Manajemen Kesehatan 

 

Sebagai subsistem penting dalam penyelenggaraan pembanguan kesehatan, terdapat 

beberapa faktor penting dalam pembiayaan kesehatan yang mesti diperhatikan. 

Pertama, besaran (kuantitas) anggaran pembangunan kesehatan yang disediakan 

pemerintah maupun sumbangan sektor swasta. Kedua, tingkat efektifitas dan efisiensi 

penggunaan (fungsionalisasi) dari anggaran yang ada. 

 

Terbatasnya anggaran kesehatan di negeri ini, diakui banyak pihak, bukan tanpa 

alasan. Berbagai hal bias dianggap sebagai pemicunya. Selain karena rendahnya 

kesadaran pemerintah untuk menempatkan pembangunan kesehatan sebagai sector 

prioritas, juga karena kesehatan belum menjadi komoditas politik yang laku dijual di 

negeri yang sedang mengalami transisi demokrasi ini. 

 

Ironisnya, kelemahan ini bukannya tertutupi dengan penggunaan anggaran yang efektif 

dan efisien akibatnya, banyak kita jumpai penyelenggaraan program-program 

kesehatan yang hanya dilakukan secara asal-asalan dan tidak tepat fungsi. Relatif 

ketatnya birokrasi di lingkungan departemen kesehatan dan instansi turunannya, dapat 

disangka sebagai biang sulitnya mengejar transparansi dan akuntabilitas anggaran di 

wilayah ini. Peran serta masyarakat dalam pembahasan fungsionalisasi anggaran 

kesehatan menjadi sangat minim, jika tak mau disebut tidak ada sama sekali. 
 

Pembiayaan kesehatan yang kuat, stabil dan berkesinambungan memegang peranan 

yang amat vital untuk penyelenggaraan pelayanan kesehatan dalam rangka mencapai 

berbagai tujuan penting dari pembangunan kesehatan di suatu negara diantaranya 

adalah pemerataan pelayanankesehatan dan akses (equitable access to health care) 

dan pelayanan yang berkualitas (assured quality) . Oleh karena itu reformasi kebijakan 

kesehatan di suatu negara seyogyanya memberikan fokus penting kepada kebijakan 



pembiayaan kesehatan untuk menjamin terselenggaranya kecukupan (adequacy), 

pemerataan (equity), efisiensi (efficiency) dan efektifitas (effectiveness) dari 

pembiayaan kesehatan itu sendiri. 
 

Organisasi kesehatan dunia (WHO) sendiri memberi fokus strategi pembiayaan 

kesehatan yang memuat isu-isu pokok, tantangan, tujuan utama kebijakan dan program 

aksi itu pada umumnya adalah dalam area sebagai berikut: 
 

1. Meningkatkan investasi dan pembelanjaan publik dalam bidang kesehatan 
 

2. Mengupayakan pencapaian kepesertaan semesta dan penguatan permeliharaan 

kesehatan masyarakat miskin 
 

3. Pengembangan skema pembiayaan praupaya termasuk didalamnya asuransi 

kesehatan sosial (SHI) 
 

4. Penggalian dukungan nasional dan internasional 

5. Penguatan kerangka regulasi dan intervensi fungsional 

6. Pengembangan kebijakan pembiayaan kesehatan yang didasarkan pada data 

dan fakta ilmiah 

7. Pemantauan dan evaluasi. 
 

Implementasi strategi pembiayaan kesehatan di suatu negara diarahkan kepada 

beberapa hal pokok yakni; kesinambungan pembiayaan program kesehatan prioritas, 

reduksi pembiayaan kesehatan secara tunai perorangan (out of pocket funding), 

menghilangkan hambatan biaya untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, pemerataan 

dalam akses pelayanan, peningkatan efisiensi dan efektifitas alokasi sumber daya 

(resources) serta kualitas pelayanan yang memadai dan dapat diterima pengguna jasa. 
 

Tujuan pembiayaan kesehatan adalah tersedianya pembiayaan kesehatan dengan 

jumlah yang mencukupi, teralokasi secara adil dan termanfaatkan secara berhasil-guna 

dan berdaya-guna, untuk menjamin terselenggaranya pembangunan kesehatan guna 

meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. 

 

PEMBIAYAAN KESEHATAN DALAM SISTEM KESEHATAN NASIONAL 

 

Subsistem pembiayaan kesehatan adalah bentuk dan cara penyelenggaraan berbagai 

upaya penggalian, pengalokasian dan pembelanjaan dana kesehatan untuk 

mendukung penyelenggaraan pembangunan kesehatan guna mencapai derajat 

kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. 

 



Tujuan dari penyelenggaraan subsistem pembiayaan kesehatan adalah tersedianya 

pembiayaan kesehatan dalam jumlah yang mencukupi, teralokasi secara adil, merata 

dan termanfaatkan secara berhasilguna dan berdaya guna, untuk menjamin 

terselenggaranya pembangunan kesehatan guna meningkatkan derajat kesehatan 

masyarakat yang setinggi-tingginya. Unsur-unsur Pembiayaan Kesehatan 

a. Dana 

Dana digali dari sumber pemerintah baik dari sektor kesehatan dan sektor lain terkait, 

dari masyarakat, maupun swasta serta sumber lainnya yang digunakan untuk 

mendukung pelaksanaan pembangunan kesehatan. Dana yang tersedia harus 

mencukupi dan dapat dipertanggung-jawabkan. 

b. Sumber daya 

Sumber daya pembiayaan kesehatan terdiri dari: SDM pengelola, standar, regulasi dan 

kelembagaan yang digunakan secara berhasil guna dan berdaya guna dalam upaya 

penggalian, pengalokasian dan pembelanjaan dana kesehatan untuk mendukung 

terselenggaranya pembangunan kesehatan. 

c. Pengelolaan Dana Kesehatan 

Prosedur/Mekanisme Pengelolaan Dana Kesehatan adalah seperangkat aturan yang 

disepakati dan secara konsisten dijalankan oleh para pelaku subsistem pembiayaan 

kesehatan, baik oleh Pemerintah secara lintas sektor, swasta, maupun masyarakat 

yang mencakup mekanisme penggalian, pengalokasian dan pembelanjaan dana 

kesehatan.  

 

Prinsip Subsistem Pembiayaan Kesehatan 

a.Pembiayaan kesehatan pada dasarnya merupakan tanggung jawab bersama 

pemerintah, masyarakat, dan swasta. Alokasi dana yang berasal dari pemerintah untuk 

upaya kesehatan dilakukan melalui penyusunan anggaran pendapatan dan belanja, 

baik Pusat maupun daerah, sekurang-kurangnya 5% dari PDB atau 15% dari total 

anggaran pendapatan dan belanja setiap tahunnya. Pembiayaan kesehatan untuk 

orang miskin dan tidak mampu merupakan tanggung jawab pemerintah. 

 

Dana kesehatan diperoleh dari berbagai sumber, baik dari pemerintah, masyarakat, 

maupun swasta yang harus digali dan dikumpulkan serta terus ditingkatkan untuk 

menjamin kecukupan agar jumlahnya dapat sesuai dengan kebutuhan, dikelola secara 

adil, transparan, akuntabel, berhasilguna dan berdayaguna, memperhatikan 

subsidiaritas dan fleksibilitas, berkelanjutan, serta menjamin terpenuhinya ekuitas. 

b.Dana Pemerintah ditujukan untuk pembangunan kesehatan, khususnya diarahkan 

untuk pembiayaan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan 

dengan mengutamakan masyarakat rentan dan keluarga miskin, daerah terpencil, 

perbatasan, pulau-pulau terluar dan terdepan, serta yang tidak diminati swasta. Selain 



itu, program-program kesehatan yang mempunyai daya ungkittinggi terhadap 

peningkatan derajat kesehatan menjadi prioritas untuk dibiayai. 

Dalam menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan dana kesehatan, maka sistem 

pembayaran pada fasilitas kesehatan harus dikembangkan menuju bentuk pembayaran 

prospektif. Adapun pembelanjaan dana kesehatan dilakukan melalui kesesuaian antara 

perencanaan pembiayaan kesehatan, penguatan kapasitas manajemen perencanaan 

anggaran dan kompetensi pemberi pelayanan kesehatan dengan tujuan pembangunan 

kesehatan. 

c.Dana kesehatan diarahkan untuk pembiayaan upaya kesehatan perorangan dan 

masyarakat melalui pengembangan sistem jaminan kesehatan sosial, sehingga dapat 

menjamin terpeliharanya dan terlindunginya masyarakat dalam memenuhi kebutuhan 

dasar kesehatan. 

Setiap dana kesehatan digunakan secara bertanggung-jawab berdasarkan prinsip 

pengelolaan kepemerintahan yang baik (good governance), transparan, dan mengacu 

pada peraturan perundangan yang berlaku. 

d.Pemberdayaan masyarakat dalam pembiayaan kesehatan diupayakan melalui 

penghimpunan secara aktif dana sosial untuk kesehatan (misal: dana sehat) atau 

memanfaatkan dana masyarakat yang telah terhimpun (misal: dana sosial keagamaan) 

untuk kepentingan kesehatan. 

e.Pada dasarnya penggalian, pengalikasian, dan pembelanjaan pembiayaan kesehatan 

di daerah merupakan tanggung jawab pemerintah daerah. Namun untuk pemerataan 

pelayanan kesehatan, pemerintah menyediakan dana perimbangan (maching grant) 

bagi daerah yang kurang mampu. Penyelenggaraan Pembiayaan Kesehatan Subsistem 

pembiayaan kesehatan merupakan suatu proses yang terus-menerus dan terkendali, 

agar tersedia dana kesehatan yang mencukupi dan berkesinambungan, bersumber dari 

pemerintah, swasta, masyarakat, dan sumber lainnya. Perencanaan dan pengaturan 

pembiayaan kesehatan dilakukan melalui penggalian dan pengumpulan berbagai 

sumber dana yang dapat menjamin kesinambungan pembiayaan pembangunan 

kesehatan, mengalokasikannya secara rasional, menggunakannya secara efisien dan 

efektif. 

 

Dalam hal pengaturan penggalian dan pengumpulan serta pemanfaatan dana yang 

bersumber dari iuran wajib, pemerintah harus melakukan sinkronisasi dan sinergisme 

antara sumber dana dari iuran wajib, dana APBN/APBD, dana dari masyarakat, dan 

sumber lainnya.  

 

Jadi dapat dsimpulkan bahwa Subsistem pembiayaan Kesehatan memiliki tujuan: 

 

 Tersedianya dana kesehatan dalam jumlah yang mencukupi- 
 



 Teralokasi secara adil, merata, dan termanfaatkan secara berhasil guna dan 
berdayaguna- 

 
 Tersalurkan sesuai peruntukannya untuk menjamin terselenggaranya 

pembangunankesehatan 
 

Fungsi Pembiayaan Kesehatan Fungsi pembiayaan kesehatan antara lain : 
1.Penggalian dana  
a. Penggalian dana untuk Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM). Sumber dana untuk 
UKM terutama berasal dari pemerintah baik pusat maupun daerah, melalui pajak 
umum, pajak khusus, bantuan dan pinjaman serta berbagai sumber lainnya. Sumber 
dana lain untuk upaya kesehatan masyarakat adalah swasta serta masyarakat. Sumber 
dari swasta dihimpun dengan menerapkan prinsip public-private patnership yang 
didukung dengan pemberian insentif, misalnya keringanan pajak untuk setiap dana 
yang disumbangkan. Sumber dana dari masyarakat dihimpun secara aktif oleh 
masyarakat sendiri guna membiayai upaya kesehatan masyarakat, misalnya dalam 
bentuk dana sehat atau dilakukan secara pasif yakni menambahkan aspek kesehatan 
dalam rencana pengeluaran dari dana yang sudah terkumpul di masyarakat, contohnya 
dana sosial keagamaan. b Penggalian dana untuk Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) 
berasal dari masing-masing individu dalam satu kesatuan keluarga. Bagi masyarakat 
rentan dan keluarga miskin, sumber dananya berasal dari pemerintah melalui 
mekanisme jaminan pemeliharaan kesehatan wajib. 
 

2. Pengalokasian dana  
a. Alokasi dana dari pemerintah yakni alokasi dana yang berasal dari pemerintah untuk 
UKM dan UKP dilakukan melalui penyusunan anggaran pendapatan dan belanja baik 
pusat maupun daerah sekurang-kurangnya 5% dari PDB atau 15% dari total anggaran 
pendapatan dan belanja setiap tahunnya.  
b. Alokasi dana dari masyarakat yakni alokasi dana dari masyarakat untuk UKM 
dilaksanakan berdasarkan asas gotong royong sesuai dengan kemampuan. Sedangkan 
untuk UKP dilakukan melalui kepesertaan dalam program jaminan pemeliharaan 
kesehatan wajib dan atau sukarela. 
 

3. Pembelanjaan  
a. Pembiayaan kesehatan dari pemerintah dan public-private patnership digunakan 
untuk membiayai UKM.  
b. Pembiayaan kesehatan yang terkumpul dari Dana Sehat dan Dana Sosial 
Keagamaan digunakan untuk membiayai UKM dan UKP.  
c. Pembelajaan untuk pemeliharaan kesehatan masyarakat rentan dan kesehatan 
keluarga miskin dilaksanakan melalui Jaminan Pemeliharaan Kesehatan wajib. 
 

 

E. Latihan  

Jelaskan bagaimana masalah yang terdapat dalam pembiayaan Kesehatan terjadi. 

 



F. Kunci Jawaban  

Masalah pembiayaan Kesehatan terjadi tujuan subsistem pembiayaan Kesehatan ini 

tidak tercapai seperti: 

 Tidak tersedianya dana kesehatan dalam jumlah yang mencukupi- 
 

 Tidak teralokasi secara adil, merata, dan termanfaatkan secara berhasil guna 
dan berdayaguna- 

 
 Tidak tersalurkan sesuai peruntukannya untuk menjamin terselenggaranya 

pembangunankesehatan 
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